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BAB II

TEORI JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN PENERAPAN

UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN

KONSUMEN

A. Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli berarti pertukaran mutlak, kata al-bai (jual) dan as-shira

(beli), penggunaannya disamakan antara keduanya. Dua kata tersebut

masing-masing memiliki pengertian lafadz yang sama dan pengertian

berbeda. Menurut bahasa, jual beli diartikan dengan muqabalatus shayi bis

shayi, yaitu pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata lain dari

bai’ adalah ash-shira, al-mubadalah dan at-tija>rah. Adapun menurut

istilah adalah mubadalatu malin bi malin ala wajhin makhsusin yaitu

pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang

dibolehkan).1

Adapun pengertian Jual beli menurut Huraerah adalah: tukar

menukar suatu barang dengan barang, baik yang bernilai mata uang

maupun yang lainnya dengan akad yang telah disepakati.2

Setiap manusia haruslah berusaha untuk memenuhi kebutuhan

sehari-harinya dengan kemampuan dan cara yang ada. Dalam hal tersebut,

tidak ada manusia yang dapat memenuhi kebutuhannya tanpa adanya

1 Hasbiyallah; Wildan Insan Fauzi, (ed.). Fikih untuk Kelas IX MTs / Jil.1. (Bandung: Grafindo
Media Pratama, 2008), 26
2 Raras Huraerah, RIPAIL: Rangkuman Ilmu Pengetahuan Agama Islam Lengkap, (Jakarta: JAL
Publishing, 2011), 143
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interaksi sosial dan berhubungan dengan satu sama lain sehingga

diperlukan suatu cara yang mengatur mereka dalam memenuhi

kebutuhannya tersebut. Salah satunya adalah dengan cara jual beli.

Aktifitas menjual pasti akan disertai dengan aktifitas membeli.

Karena di mana ada membeli pasti ada menjual. Dalam bahasa Arab,

menjual disebut dengan al-bai‘. Menurut etimologi, berarti “Mengganti

sesuatu dengan sesuatu yang lain. Atau, memberikan pengganti dan

mengambil yang diganti”. Dengan demikian, secara etimologi, menjual

adalah mengganti, baik dalam bentuk harta ataupun bukan. Adapun

menurut terminologi, para ahli fiqih seperti Ibn Qudamah memberikan

definisi menjual dengan, “Menukar harta dengan harta untuk memiliki dan

dimiliki.” Ada juga yang memberikan definisi, “Menukar harta yang

seharga dengan cara khusus.”3

Jadi dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan transaksi yang

dilakukan oleh kedua belah pihak untuk melakukan kegiatan tukar-

menukar barang (Mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain. Atau,

memberikan pengganti dan mengambil yang diganti) yang mana terdiri

dari penjual dan pembeli.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Terdapat beberapa ayat landasan hukum yang kuat dalam al-Qur’an

dan as-Sunnah, di antaranya adalah:

3Arif Munandar Riswanto, Khazanah Buku Pintar Islam 1. (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), th
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a. Surat al-Baqarah ayat 275:

َ َْكُلُونَ الَّذِينَ  لِكَ ذَٰ الْمَسِّۚ نَ مِ الشَّيْطاَنُ يَـتَخَبَّطهُُ الَّذِييَـقُومُ كَمَاإِلاَّ يَـقُومُونَ لاَ الرِّ
مُْ  اَقاَلُواََِّ َُّ وَأَحَلَّ اْۗ الربَِّـوٰ مِثْلُ الْبـَيْعُ إِنمَّ مِنْ مَوْعِظةٌَ جَاءَهُ فَمَنْ اْۚ الربَِّـوٰ وَحَرَّمَ الْبـَيْعَ ا
َِّۖ إِلىَ وَأمَْرهُُ سَلَفَ مَافَـلَهُ فاَنْـتـَهَىٰ رَبهِِّ  فِيهَاهُمْ النَّارِۖ حَابُ أَصْ ئِكَ فأَُولَٰ عَادَ وَمَنْ ا

﴾۲۷۵﴿خَالِدُونَ 

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan
lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian
itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya
jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan
jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai
kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari
mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu
(sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah.
Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah
penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”4

b. Surat al-Baqarah ayat 198:

تـَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْۚ  ََّ آفإَِذَ ليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَـبـْ أفََضْتُمْ مِنْ عَرَفاَتٍ فاَذكُْرُوا ا
تُمْ مِنْ قَـبْلِهِ وَاذكُْ الحْرَاَمِۖ عِنْدَ الْمَشْعَرِ  ﴾۱۹۸﴿لِّينَ لَمِنَ الضَّآرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنـْ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil
perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari
'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan
berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang
ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu
benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”.5

c. Surat an-Nisa’ ayat 29:

نَكُمْ أمَْوَالَكُمْ اَْكُلُوٓۡ لاَ آمَنُواالَّذِينَ يُّـهَاأَ َٰٓ  لْبَاطِلِ بَـيـْ تَـراَضٍ عَنْ تجَِارةًَ تَكُونَ أَنْ إِلآَّٓ ِ
ََّ إِنَّ أنَْـفُسَكُمْۚ اتَـقْتُـلُوٓۡ وَلاَ مِنْكُمْۚ  ﴾٢٩﴿رَحِيمًابِكُمْ كَانَ ا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan

4 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 65.
5 Ibid., 50.



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

26

jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara
kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah
adalah Maha Penyayang kepadamu”,6

Dasar hukum jual beli berdasarkan Sunnah Rasulullah, antara lain:

a. Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa’ah ibn Rafi’ r.a.:

الكَسْبِ أَيُّ سُئِلَ وسلمعليهاللهصلىالنَّبيُِّ أَنَّ عَنْهُ،اللهُ رَضِىَ راَفِعٍ بْنِ رفِاَعَةَ عَنْ 
والحاكم)البزَّارُ (رواهمَبرْوُْرٍ.بَـيْعٍ وكَُلُّ بيَِدِهِ الرَّجُلِ عَمَلُ :قاَلَ أَطْيَبُ؟

Artinya: Dari Rif’ah bin Rafi’ R.A.“Bahwasannya Rasulullah saw.
ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan apa yang paling
baik?. Rasulullah saw. menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan
setiap jual beli yang diberkati/bersih”. (HR. Al-Bazzar dan dinilai
shohih oleh Al-Hakim).7

Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa pekerjaan yang baik

adalah pekerjaan ditandai dengan niat yang baik, jujur tanpa adanya

kecurangan serta mendapatkan ridho dari Allah SWT. seperti hadist

yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan At-Tirmidzi, yakni:

اَ البـَيْعُ عَنْ تَـراَضٍ.""إِ  نمَّ

Artinya:” Sesungguhnya jual beli itu harus didasarkan pada saling
ridha.” (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban)”.8

Maksud dari hadist tersebut adalah Jika seorang penjual

dipaksa untuk menjual barangnya maka dia mempunyai pilihan. Jika

mau, dia boleh melanjutkan transaksi atau jika tidak, dia

mengurungkannya atau dengan kata lain apabila jual beli itu

6 Ibid., 44.
7 Ibnu Hajar Al Asqalani, Bulugh Al Maram Min Adiilali AI Ahkam (Terjemah Lengkap Bulughul
Maram), terj. Abdul Rosyad Siddiq, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007), 203
8 Ahmad bin ‘Abdurrazaq Ad-Duwaisy, Fatwa-fatwa Jual Beli, (Bogor: Pustaka Imam Syafi’i,
2005), 114.
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dilakukan atas dasar suka sama suka yakni pembeli senang karena

mendapatkan barang yang diinginkan sedangkan penjual senang

karena sudah mendapatkan uang, maka transaksi yang dilakukan

oleh kedua belah pihak tersebut mendapatkan keberkahan dari Allah

SWT.

Sedangkan hadist menurut At-Tirmidzi, yakni:

الترمذى)(رواهوَالشُّهَدَاءِ يْقِينَْ دِّ وَالصِّ النَّبِيِّينَْ مَعَ الأَمِينُْ الصَّدُوْقُ ألَتَاجِرُ 

Artinya:”Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para
Nabi, para shiddiqin dan para syuhada.” (HR At-Tirmidzi)”.9

Maksud dari hadist tersebut yang dikutip oleh Imam At-

Tirmidzi yakni Allah menjanjikan kepada orang yang melakukan

jalan perniagaan dengan didasarkan atas kejujuran, maka kelak di

akhirat akan ditempatkan/dikumpulkan dengan para nabi, para

shadiqin, dan para syuhada’.

Dalam hadits lain disebutkan bahwa selama praktek jual beli

yang jujur dan saling terbuka, maka berkah Allah akan turun kepada

pelaku jual beli. Begitu pula sebaliknya apabila dalam praktek jual

beli penuh dengan kebohongan dan penipuan, maka hilanglah berkah

dalam praktek jual belinya.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

9 Muhammad Rizqi Romdhon, Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafii, (Tasikmalaya:
Pustaka Cipasung, 2015), 12.



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

28

Jual beli adalah kegiatan tukar-menukar suatu barang dengan barang

lain (uang) dengan cara tertentu. Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan

makan, seseorang harus membeli beras seharga Rp3.500,00 per kilogram.

Orang tersebut disebut sebagai pembeli, sedangkan orang yang mcnjual

beras disebut sebagai penjual. Adapun kegiatan antara pembeli dan penjual

beras tersebut disebut sebagai jual beli.

Jual beli itu mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi

sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara’. Menurut jumhur

ulama’ rukun jual beli ada empat, yaitu:

a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli), syaratnya sebagai berikut.

1) Berakal, yaitu jual beli dilakukan dengan akal sehat.

2) Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Artinya,

seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan

sebagai penjual sekaligus pembeli.

b. Sigat (lafal ijab dan kabul) 10, syaratnya sebagai berikut.

1) Orang yang mengucapkannya telah akil balig dan berakal sehat.

2) Kabul sesuai dengan ijab, misalnya penjual mengatakan,

“Saya jual buku ini dengan harga dua puluh ribu,” lalu, pembeli

menjawab, “Saya beli dengan harga dua puluh ribu”.

3) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah

pihak hadir dan membicarakan topik yang sama.

10 Sighat dalam penelitian ini penulis kategorikan pada Bai’ul Mu’athaah atau bai’ul muraawadhah
adalah ketika kedua belah pihak sepakat atas harga dan barang. Keduanya juga memberikan
barangnya tanpa ada ijab ataupun qabul. Namum terkadang ada juga kata-kata dari salah satu
pihak. Al-Zuhaili, Wahbah. "Ushul al-Fiqh al-Islami." (Beirut: Dar al-Fikr, 2011), 31
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c. Barang yang diperjualbelikan, syaratnya sebagai berikut:

1) Barangnya ada,

2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia,

3) Milik seseorang;

4) Bisa diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang

disepakati.

d. Nilai tukar pengganti barang, syaratnya sebagai berikut:

1) Harga yang disepakati harus jelas jumlahnya,

2) Bisa diserahkan pada waktu akad (pembayaran harus jelas)

3) apabila jual beli dilakukan secara barter (al-muqayadah) barang

yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan.11

4. Berselisih dalam Jual Beli

Penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli

hendaknya berlaku jujur, berterus terang, dan mengatakan yang

sebenarnya, jangan berdusta dan bersumpah dusta sebab sumpah dan dusta

itu menghilangkan keberkahan jual beli. Rasulullah saw. bersabda:

فَعَةٌ مَ أَلحْلَْفُ  لْعَةِ نـْ ومسلم)البخارى(رواهللِْبرَكَْةِ همَْحِقَةٌ للِسِّ

Artinya: “Bersumpah dapat mempercepat lakunya dagang, tetapi dapat
menghilangkan berkah” (HR. Bukhari dan Muslim).12

B. Jual Beli dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)

11 Bachrul Ilmy, Pendidikan Agama Islam untuk Kelas XI SMK, (Bandung: Grafindo Media
Pratama, 2008), 37-38.
12 Abdul Rahman Ghazaly, et al., Fiqh Muamalat …, 79
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1. Pengertian Jual Beli dalam UUPK

Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber

hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional

bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan

pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi

yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan

dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh

masyarakat.

Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen tidak menjelaskan adanya pengertian jual beli, melainkan

pengertian Perlindungan Konsumen. Perlindungan Konsumen adalah

segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan

perlindungan kepada konsumen sedangkan konsumen adalah setiap orang

pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain

dan tidak untuk diperdagangkan. Hukum Perlindungan Konsumen

mengenal 5 (lima) asas, antara lain:

1. Asas Manfaat; mengamanatkan bahwa segala upaya dalam

penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat

sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara

keseluruhan,

2. Asas Keadilan; partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara

maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku
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usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya

secara adil,

3. Asas Keseimbangan; memberikan keseimbangan antara kepentingan

konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun

spiritual,

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen; memberikan jaminan

atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalarn penggunaan,

pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau

digunakan;

5. Asas Kepastian Hukum; baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati

hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan

konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Kemudian hukum perlindungan konsumen dibutuhkan apabila

kondisi pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah

itu dalam masyarakat tidak seimbang. Dalam kepentingan fisik konsumen:

“kepentingan badani konsumen yang berhubungan dengan keamanan dan

keselamatan tubuh dan/atau jiwa mereka dalam penggunaan barang atau

jasa konsumen. Dalam setiap perolehan barang atau jasa konsumen,

barang atau jasa tersebut harus memenuhi kebutuhan hidup dari konsumen

tersebut dan memberikan manfaat baginya (tubuh dan jiwanya)”.

Kepentingan sosial ekonomi konsumen: “Setiap konsumen dapat

memperoleh hasil optimal dengan penggunaan sumber-sumber ekonomi

mereka dalam mendapatkan barang atau jasa kebutuhan hidup mereka.
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Untuk keperluan itu, tentu saja konsumen harus mendapatkan informasi

yang benar dan bertanggungjawab tentang produk konsumen tersebut,

yaitu informasi yang informatif tentang segala sesuatu kebutuhan hidup

yang diperlukan”. kepentingan perlindungan hukum: Sampai saat ini

masih merupakan hambatan bagi konsumen atas peraturan yang

diterbitkan bukan tujuan utamanya mengatur dan/atau melindungi

konsumen, kriteria konsumen dan apa kategori kepentingan konsumen,

perilaku dari pelaku bisnis yang canggih, sehingga terhadap perbuatan

tersebut undang-undang tidak dapat menjangkaunya, hukum acara yang

ada tidak dapat secara mudah dimanfaatkan oleh konsumen yang dirugikan

dalam hubungannya dengan penyedia barang dan/atau jasa.

Tanggung jawab produsen di bidang goods (barang) dan bukan jasa,

karena pertanggungjawaban jasa telah khusus yaitu Proffesional liability

yang bersandar pada contractual liability. Dalam product liability dikenal

dua caveat yaitu Caveat Emptor (konsumen berhati-hati) dan Caveat

Venditor (produsen berhati-hati). Pertanggung jawaban produk ini

merupakan tanggungjawab produsen kalau produknya menimbulkan

kerugian dan merupakan tanggung jawab perdata. Untuk melindungi

konsumen terdapat dua ketentuan yaitu hukum publik dan hukum perdata,

di mana dalam hukum perdata terdiri dari hukum perjanjian dan hukum

tentang perbuatan melawan hukum. Hukum perjanjian didalamnya

terdapat tanggung jawab atas dasar kontrak (contractual liability)

sedangkan hukum tentang perbuatan melawan hukum atas dasar Tortius
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liability (Tanggungjawab atas dasar perbuatan melawan hukum.

2. Landasan Hukum Jual Beli dalam UUPK

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen (Undang-undang Perlindungan Konsumen) memiliki ketentuan

yang menyatakan bahwa kesemua Undang-undang yang ada dan berkaitan

dengan Perlindungan Konsumen tetap berlaku, sepanjang tidak

bertentangan atau telah diatur khusus oleh Undang-undang. Oleh karena

itu, tidak dapat lain haruslah dipelajari juga Peraturan Perundang-

undangan tentang Konsumen dan/atau Perlindungan Konsumen ini dalam

kaidah-kaidah Hukum Peraturan Perundang-undangan umum yang

mungkin atau dapat mengatur dan/atau melindungi hubungan dan/atau

masalah Konsumen dengan penyedia barang atau jasa. Pembatasan

dimaksudkan dengan tujuan “menyeimbangkan kedudukan” di antara para

pihak pelaku usaha dan/atau Konsumen bersangkutan:13

Perlindungan Konsumen dalam Peraturan Perundang-undangan di

Indonesia telah mengalami kemajuan, terutama setelah lahirnya Undang-

undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana

mengenai Perlindungan Konsumen di Indonesia dalam hal ini

konstitusional yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) Undang- undang

Dasar 1945 (UUD 1945). Bukan hanya Undang-undang Dasar 1945 (UUD

1945) dan Undang-undang Perlindungan Konsumen saja melainkan Kitab

13 Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Diadit Media, 2001), 30. Dalam Agus
Fahmi Prasetya, & I. Rudy, Perlindungan Konsumen Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di
Indonesia, (Bali: Kertha Semaya, 2015). 1
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Undang- undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kitab Undang-undang

Hukum Dagang juga mengatur tentang Perlindungan Konsumen. Jadi

Indonesia dalam Peraturan Perundang-undangan telah secara jelas dan

tegas mengatur tentang Perlindungan Konsumen. 14 Diantaranya:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Stb. 1847

Nomor 23, bagian hukum perikatan (Buku III), khususnya mengenai

wanprestasi (Pasal 1236 dan seterusnya) dan perbuatan melawan

hukum (Pasal 1365 dan seterusnya).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

pasal-pasal tersebut mengatur perbuatan yang berkaitan dengan

perlindungan kepada pembeli dan perlindungan kepada pihak-pihak

yang terkait dalam perjanjian.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menurut Prof. Erman Rajagukguk dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) Pasal 202, 203,204, 205, 263, 266, 364, 382,

383, 388 dan seterusnya. Pasal-pasal tersebut mengatur pemindanaan

dari perbuatan-perbuatan:15

1) Memasukkan bahan berbahaya ke dalam sumber air minuman

umum.

2) Menjual, menawarkan, menerima atau membagikan barang yang

dapat membahayakan jiwa atau kesehatan orang.

14 Agus Fahmi Prasetya, & I. Rudy, Perlindungan Konsumen Dalam Peraturan Perundang-
Undangan Di Indonesia, (Bali: Kertha Semaya, 2015). 1
15 Erman Rajagukguk. "Hukum perlindungan konsumen." (Bandung: Mandar Maju, 2000), 8.
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3) Memalsukan surat.

4) Melakukan persaingan curang.

5) Melakukan penipuan terhadap pembeli.

6) Menjual, menawarkan atau menyerahkan makanan, minuman dan

obat-obat palsu.

Dalam syarat-syarat di atas yang lebih dominan dalam transaksi

jual beli minuman kemasan dalam mesin otomatis adalah poin 4 dan

5.

c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Barang.

d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene.

e. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1965 tentang Pendaftaran Gedung.

f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Pemerintahan di Daerah.

g. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Monopoli Legal.

h. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar

Perusahaan.

i. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1962 tentang Gygiene untuk Usaha-

Usaha Umum.

j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

k. Ordonansi tentang Barang Berbaya, Stb. 1949 Nomor 337.

Ordonansi yang menentukan larangan untuk setiap pemasukan

pembuatan, pengangkutan, persediaan, penjualan, penyerahan,

penggunaan dan pemakaian bahan berbaya yang bersifat racun atau
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berposisi racun terhadap kesehatan manusia.

l. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

m. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan

Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997.

n. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.

o. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan

Industri.

p. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Agreement

Establishing the World Trade Organization (Perusahaan Pembentukan

Organisasi Perdagangan Dunia).

q. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

r. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

s. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

t. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta.

u. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Peubahan atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten.

v. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1987 tentang Merek.

w. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup.

x. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran.
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y. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.

z. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dari landasan hukum di atas terlihat bahwa demi mencapai

kesejahteraan masyarakat seutuhnya, pemerintah dan lembaga atau

yayasan yang bergerak di bidang perlindungan konsumen benar-benar

menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan rakyatya. Tinggal

bagaimana kesadaran dari diri kita ini atau masyarakat umumnya baik

pelaku usaha maupun konsumen mengaplikasikan semua itu dalam

kehidupan sehari-hari kita.

C. Konsumen dan Pelaku Usaha serta Hak-Hak dan Kewajibannya

1. Konsumen serta Hak-Hak dan Kewajibannya

Istilah konsumen berasal dari bahasa Inggris-Amerika dari kata

consumer atau consument/konsument (Belanda). Secara harfiah arti kata

consumer adalah setiap orang yang menggunakan barang (lawan dari

Produsen atau pelaku usaha).16 Menurut UU No. 8 Tahun 199 tentang

Hukum Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 1 ayat (2), yang

berbunyi: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,

orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

16 Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, (Jakarta: Diadit Media, 2001),
3.
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Dapat disimpulkan bahwa konsumen adalah seorang pembeli atau

setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa yang digunakan untuk

tujuan tertentu dan barang tersebut tidak untuk diperdagangkan kembali.

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan

hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek

hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar

fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan

kata lain perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan

perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.17

Dalam undang-undang perlindungan konsumen, menetapkan adanya

hak dan kewajiban. Hak-hak konsumen tersebut meliputi:18

a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam

mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta

jaminan yang dijanjikan;

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan

jaminan barang dan/atau jasa;

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau

jasa yang digunakan;

e. Hak untuk mendappatkan advokasi, perlindungan dan upaya

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;

17 Sukarmi, S. H. Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha (Bandung:
Pustaka Sutera, 2008). 81
18 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
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g. Hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak

diskriminatif;

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau

penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai

dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

lainnya.

Selain hak-hak yang telah disebutkan di atas, ada juga hak yang

dilindungi dari akibat perilaku negative persaingan yang curang. Hal ini

berangkat dari pertimbangan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan

pengusaha sering dilakukan secara tidak jujur, yang dalam hukum dikenal

dengan terminology “persaingan curang” (unfair competition) atau

“persaingan usaha tidak sehat19”.20

Selain memperoleh hak-hak tersebut, konsumen juga memiliki

kewajiban, di antaranya yaitu:21

a. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian

atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan

keselamatan.

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang

dan/atau jasa.

19 Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan
produksi dan/atau pemasaran barang dana tau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau
melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
20 Sukarmi, S. H. Op Cit. 82
21 Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
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c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan

konsumen secara patut.

2. Pelaku Usaha serta Hak-Hak dan Kewajibannya

Menurut Pasal 1 ayat (3) dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha adalah setiap orang atau

perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum

maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia,

baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan

kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha juga

memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Hak-hak pelaku usaha ini juga

merupakan bagian dari kewajiban konsumen, yaitu:22

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang

diperdagangkan.

b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan

konsumen yang beritikad tidak baik.

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam

penyelesaian hukum sengketa konsumen.

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum

bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau

jasa yang diperdagangkan.

22 Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

41

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

lainnya.

Adanya hak-hak pelaku usaha tersebut dalam Undang-Undang No. 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan adanya

larangan-larangan bagi pelaku usaha yang berujung pada kerugian

konsumen. Pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut merupakan

tindak pidana yang di dapat oleh pelaku usaha.

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan

barang dan/atau jasa yang:23

a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang

dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih dan neto, dan jumlah

dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket

barang tersebut.

c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam

hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau

kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau

keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses

pengelolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana

dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa

tersebut.

23 Pasal 8 ayat (1) dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
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f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket,

keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa

tersebut.

g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu

penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

h. Tidak mengikuti ketentuan berproduks isecara halal, sebagaimana

pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.

i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang

memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau neto, komposisi,

aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat

pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut

ketentuan harus dipasang/dibuat.

j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan

barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.

Selain hak-hak yang didapatkan oleh pelaku usaha, pelaku usaha

juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi. Adapun kewajiban

tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:24

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi

dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan

penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur

24 Pasal 7 dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

43

serta tidak diskriminatif.

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau

jasa yang berlaku.

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau

mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan

dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang

diperdagangkan.

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian

akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa

yang diperdagangkan.

g. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang

dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan

perjanjian.

D. Teori Tentang Perlindungan Hukum Konsumen

1. Teori Caveat Emptor sebagai konsep

Teori ini berkembang luas pada zaman kekaisaran Romawi Kuno.

Hingga tahun 1600 teori Caveat Emptor dianut oleh sistem hukum Inggris

dan Amerika Serikat (Common Law). Selama periode itu konsumen tidak

dapat berbuat banyak terhadap pembelian barang-barang cacat (defective

goods) yang dijual produsen atau pelaku usaha25. Istilah Caveat Emptor

berasal dari bahasa Latin yang berarti pembeli harus berwaspada. Jika

25 Curtis R. Reitz, Consumer Product Warranties Under Federal and State Laws. (Pennsylvania:
University of Pennsylvania Law School, 1987). 3
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pembeli tidak berhati-hati dalam pembeliannya, ia akan bertanggung

jawab sendiri dan memikul seluruh risiko atas pembelian yang tidak

menguntungkannya. Hasil studi Inosentius Samsul mengatakan bahwa

pada masa kekaisaran Justinianus, penjual mulai bertanggung jawab atas

beberapa bentuk kerugian yang timbul akibat kesalahannya, karena tidak

melakukan upaya preventif terhadap suatu peristiwa yang merugikan.

Sehingga tanggung jawab pelaku usaha dikembangkan dengan standar

yang cukup keras, ketika ditetapkan tiga perilaku produsen yang

dikategorikan sebagai kejahatan, yaitu kelalaian dalam memberikan

pelayanan kepada konsumen, tidak mengungkap cacat tersembunyi dari

suatu barang yang dijual dan menjual produk yang tidak memenuhi

standar sesuai yang diperjanjikan.26

Putusan pengadilan-pengadilan di Inggris akhirnya berhasil

mendorong pembentukan peraturan hukum yang mengatur tanggung

jawab pelaku usaha terhadap barang-barang cacat yang mereka jual.

Karena itu setiap barang yang diperjual-belikan harus sesuai dengan apa

yang diperjanjikan dan dapat dipergunakan sesuai dengan kegunaannya.

Pelaku usaha juga harus dapat mempertanggung jawabkan barang-barang

yang menderita cacat tersembunyi yang jelas merugikan konsumen.

Perluasan tanggung jawab hukum ini telah mendorong turunnya skala

kerugian aktual yang dialami konsumen.

Sebagai contoh adalah kasus botol bir yang meledak di tangan

26 Inosentius Samsul,. Perlindungan konsumen: kemungkinan penerapan tanggung jawab mutlak.
(Jakarta: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2004), 49
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Victor Frespilis. Peristiwa itu terjadi di Belanda beberapa tahun yang lalu.

Victor mengalami buta permanen. Akibat kecelakaan yang dialaminya ia

kehilangan pekerjaan untuk seumur hidup. 27

2. Teori Paternalistik sebagai justifikasi

Teori Paternalistik ini dilakukan agar keseimbangan hak dan

kewajiban antara produsen dan konsumen dapat diwujudkan. Dalam

pengamatan Peter Cartwright, teori hukum yang bersifat paternalistik

adalah untuk mencegah kerugian yang dialami konsumen akibat

perjanjian yang merugikan mereka. Prinsip dasar hukum yang bersifat

paternalistik itu, misalnya, undang-undang memuat ketentuan yang

mengatakan bahwa barang-barang yang diedarkan di masyarakat harus

memenuhi tingkat kualitas yang memuaskan dan memang layak

dikonsumsi oleh konsumen. Konsumen tidak wajib mewujudkan hak-

haknya, jika mereka memang tidak berkenan mewujudkannya, tetapi

konsumen sudah memenuhi kewajiban membayar yang harus dilindungi

oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini jelas

harus memuat ketentuan yang menjamin kualitas barang dan mengatur

adanya jaminan asuransi bagi konsumen yang mengkonsumsi barang-

barang yang tidak sesuai dengan ukuran (standard) 28 seperti yang telah

ditentukan. Hukum yang bersifat paternalistik dibentuk demi melindungi

konsumen yang sering dirugikan pelaku usaha. Konsumen harus jauh

lebih sadar bahwa tanpa hukum yang demikian mereka akan tetap

27Saefullah E. Wiradipradja Product liability: tanggung jawab produsen di era perdagangan
bebas, (Bandung: Angkasa, 1998), 268
28 Peter Cartwright, Consumer Protection and the Criminal Law: Theory and Policy in the UK,
(Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 33.
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potensial dirugikan. Karena produsen atau pelaku usaha cenderung

sewenang-wenang akibat posisinya yang superior.

3. Teori Caveat Venditor sebagai antitesa teori Caveat Emptor

Caveat Venditor menyiratkan dengan istilah “hendaknya penjual

berhati-hati”. Prinsip ini mengandung maksud bahwa “penjual” harus

beritikad baik dan bertanggung jawab dalam menjual produknya kepada

pembeli atau konsumen. Berbeda dengan prinsip Caveat Emptor yang

“meminta” pembeli teliti (berhati-hati) sebelum membeli (karena penjual

mungkin curang). Prinsip Caveat Venditor ini membebankan tanggung

jawab kehati-hatian pada penjual (produsen). Artinya, penjual harus

bertanggung jawab dengan produk yang dijualnya. Maka pelaku usaha

wajib beritikad baik memberikan perlindungan dan pendidikan pada

konsumen, salah satunya melalui informasi produk yang jujur. Di dalam

bertransaksi pelaku usaha mengenali produknya dengan lebih baik.

Mereka mengenali kelebihan dan kelemahan produknya dengan baik dan

mengatur strategi sedemikian rupa untuk menonjolkan kelebihan dan

menutupi kelemahan. Konsumen yang tidak banyak mengetahui tentang

produk yang ditawarkan, bisa terjebak pada pilihan yang sesat. Maka, kita

mengenal pedoman bijak “teliti sebelum membeli”, karena ada

kemungkinan penjual tidak jujur dan tidak adil dalam bertransaksi. Ini

menjadi penting karena ketika ternyata kemudian barang yang dibeli cacat

atau tidak seperti yang dijanjikan, konsumen akan kesulitan meminta ganti

rugi. Pelaku usaha akan meminta konsumen membuktikan bahwa

kerusakan itu bukan disebabkan oleh kesalahan konsumen agar konsumen
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bisa mendapatkan ganti rugi. Namun, setelah berlakunya UU No. 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 22, maka yang

berlaku adalah pembuktian terbalik. Ketika konsumen menagih ganti rugi

pada pelaku usaha atas suatu produk yang cacat atau rusak, maka pelaku

usahalah yang harus membuktikan bahwa produk yang dijualnya tidak

cacat produksi. Jadi perusahaanlah yang harus berinisiatif membuktikan

sah tidaknya klaim konsumen atas ganti rugi.

Penerapan teori Caveat Venditor dan meningkatnya kesadaran

hukum untuk melindungi konsumen menyebabkan Pemerintah dan DPR

menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen. Sementara itu, undang-undang ini relatif terbatas melindungi

subjek hukum yang bertransaksi dalam yurisdiksi Negara Republik

Indonesia saja. Seperti telah dikatakan bahwa objek studi ini adalah

perlindungan konsumen yang melakukan transaksi bisnis melalui media

internet, sehingga subjek hukum yang menggunakan media itu mungkin

saja berdomisili dalam yurisdiksi hukum berbeda. Kenyataannya transaksi

e-commerce dapat berlangsung lintas negara dan melibatkan seperangkat

teknologi canggih komputer. Ini tidak menjamin kontrol legal atas

perlindungan konsumen seperti yang diatur Undang-Undang Perlindungan

Konsumen (UUPK). Sebagai contoh, Pasal 18 ayat (1) Undang- Undang

Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha mencantumkan klausula

baku dalam dokumen perjanjian jual beli barang atau jasa yang dipasarkan

dalam media internet. Penentu kebijakan di negeri ini menyadari
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keterbatasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga mereka

merasa perlu menyusun payung hukum yang khusus mengatur transaksi e-

commerce.29

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen (UUPK) yang mulai efektif berlaku pada 20 April 2000.

Apabila di cermati muatan materi UUPK cukup banyak mengatur perilaku

pelaku usaha. Hal ini dapat dipahami mengingat kerugian yang diderita

konsumen barang atau jasa merupakan akibat perilaku pelaku usaha,

sehingga wajar apabila terdapat tuntutan agar perilaku pelaku usaha

tersebut diatur, dan pelanggaran terhadap peraturan tersebut di kenakan

sanksi yang setimpal.

Seiring dengan perkembangan IPTEK dan meningkatnya tingkat

pendidikan, meningkat pula daya kritis masyarakat. Dalam masa yang

demikian, pelaku usaha tidak mungkin lagi mempertahankan strategi

bisnisnya yang lama, dengan resiko barang atau jasa yang ditawarkan

tidak akan laku dipasaran. Pelaku usaha kemudian mengubah strategi

bisnisnya ke arah pemenuhan kebutuhan, selera dan daya beli pasar

(marketoriented). Pada masa ini pelaku usahalah yang harus waspada

dalam memenuhi barang atau jasa untuk konsumen. Dalam konteks ini

pelaku usaha dituntut untuk menghasilkan barang-barang yang kompetitif

terutama dari segi mutu, jumlah dan keamanan.

Jaminan mutu barang di dalam Undang-Undang Perlindungan

Konsumen antara lain ditegaskan, pelaku usaha berkewajiban untuk

29 Ibid.
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menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa

yang berlaku. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau

memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak

sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Ketentuan tersebut semestinya

ditaati dan dilaksanakan oleh para pelaku usaha. Namun dalam realitasnya

banyak pelaku usaha yang kurang atau bahkan tidak memberikan

perhatian yang serius terhadap kewajiban maupun larangan tersebut,

sehingga berdampak pada timbulnya permasalahan dengan konsumen.

Permasalahan yang dihadapi konsumen dalam mengkonsumsi barang dan

jasa terutama menyangkut mutu, pelayanan serta bentuk transaksi. Hasil

temuan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (LPKNI) mengenai

mutu barang, menunjukkan masih banyak produk yang tidak memenuhi

syarat mutu. Manipulasi mutu banyak dijumpai pada produk bahan

bangunan seperti seng, kunci dan grendel pintu, triplek, besi beton serta

kabel listrik. Selanjutnya transaksi antara konsumen dengan pelaku usaha

cenderung bersifat tidak seimbang. Konsumen terpaksa menanda tangani

perjanjian yang sebelumnya telah disiapkan oleh pelaku usaha, akibatnya

berbagai kasus pembelian mobil, alat-alat elektronik, pembelian rumah

secara kredit umumnya menempatkan posisi konsumen di pihak yang

lemah. Permasalahan yang dihadapi konsumen tersebut pada dasarnya

disebabkan oleh kurang adanya tanggung jawab pengusaha dan juga

lemahnya pengawasan pemerintah. Secara normatif pelaku usaha
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bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran

dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa

yang dihasilkan atau di perdagangkan. Ganti rugi tersebut dapat berupa

pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis

atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian

santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

(Pasal 19 ayat (1,2) Undang-Undang Perlindungn Konsumen). Ketentuan

ini merupakan upaya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Dengan demikian dapat ditegaskan apabila konsumen menderita kerugian

sebagai akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh

pelaku usaha, berhak untuk menuntut tanggung jawab secara perdata

kepada pelaku usaha atas kerugian yang timbul tersebut. Demikian halnya

pada transaksi properti, apabila konsumen menderita kerugian maka ia

berhak untuk menuntut penggantian kerugian tersebut kepada

pengembang perumahan yang bersangkutan.

4. Teori Shareholders (Pemegang Saham)

Shareholder atau Stockholder adalah seseorang atau badan hukum

yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Para

pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Perusahaan

yang terdaftar dalam bursa efek berusaha untuk meningkatkan harga

sahamnya. Konsep pemegang saham adalah sebuah teori bahwa

perusahaan hanya memiliki tanggung jawab kepada para pemegang

sahamnya dan pemiliknya, dan seharusnya bekerja demi keuntungan
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mereka.30 Pemegang saham ini akan mendapatkan keuntungan apabila

perusahaan dalam keadaan berkembang, bertumbuh dan mendapatkan

nilai lebih dari produksi perusahaan.

Pemegang saham diberikan hak khusus tergantung dari jenis

saham, termasuk hak untuk memberikan suara (biasanya satu suara per

saham yang dimiliki) dalam hal seperti pemilihan dewan direksi, hak

untuk pembagian dari pendapatan perusahaan, hak untuk membeli saham

baru yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan hak terhadap aset perusahaan

pada saat likuidasi perusahaan. Namun, hak pemegang saham terhadap

aset perusahaan berada di bawah hak kreditor perusahaan. Ini berarti

bahwa pemegang saham (pesaham)biasanya tidak menerima apa pun bila

suatu perusahaan yang dilikuidasi setelah kebangkrutan (bila perusahaan

tersebut memiliki lebih untuk membayar kreditornya, maka perusahaan

tersebut tidak akan bangkrut), meskipun sebuah saham dapat memiliki

harga setelah kebangkrutan bila ada kemungkinan bahwa hutang

perusahaan akan direstrukturisasi.

5. Teori Stakeholders sebagai antitesa teori Shareholders

Stakeholders didefinisikan sebagai : “kelompok lain atau

individual yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian

tujuan organisasi”.31 Doktrin atau teori stakeholders merupakan kritik atau

antitesis terhadap doktrin atau teori shareholders (stockholders) dalam

30 Pasar Saham. Pengertian shareholders. https://id.wikipedia.org/wiki/Pemegang_saham. Diakses
tanggal 29 Desember 2016 pada pukul 07.15
31 Mahendra Soni Indriyo, Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas, (Yogyakarta:
Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2012), 280
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pengelolaan korporasi. Pandangan shareholders berbasis pada nilai- nilai

individual, kapitalis dan liberal. Menurut teori individualisme dari

Rousseau, bahwa manusia itu lahir merdeka dan hidup merdeka, ia boleh

berbuat apa saja menurut suka hatinya, asal saja jangan mengganggu

keamanan orang lain (Volkssuvereinitet).

Output doktrin shareholders dalam pengelolaan korporasi adalah

orientasi mencari keuntungan untuk kepentingan pemodal (investor, the

majority of shareholders). Dewasa ini implementasi doktrin ini dipandang

menimbulkan konflik-konflik kepentingan diantara para pihak yang

mempunyai kepentingan terhadap perseroan (the stakeholders of

corporation). Para pihak yang berkepentingan tersebut melakukan reaksi

yang kontra produktif terhadap perseroan.

Bisnis modern juga mensyaratkan adanya kesadaran untuk

melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate

Governance). Dalam GCG terdapat beberapa prinsip dasar (basic

principles) yang harus menjadi acuan dalam berbisnis (political will)

yakni: transparansi (transparency), keadilan/kewajaran (fairness),

akuntabilitas (accountability) dan tanggung jawab (responsibility). Prinsip

tanggung jawab dalam pengelolaan bisnis tidak hanya dimaknai untuk

kepentingan shareholders melainkan seluruh stakeholders korporasi

secara proporsional. Korporasi sebagai suatu organisasi harus bertanggung

jawab juga dalam konteks kepentingan masyarakat yang lebih luas32.

E. Gambaran tentang Vending Machine.

32 Jeffrey F Beatty, & Susan S. Samuelson. The Legal Environment for a New Century. (Mson
Ohio: South Western Educational Publishing, 2003), 35
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Vending machine atau mesin penjual otomatis adalah karya

Heron yang berasal dari Alexandria. Heron adalah seorang insinyur

matematika abad pertama. Mesin penjual otomatis modern pertama

diperkenalkan di London, Inggris pada awal tahun 1880-an, yaitu mesin

penjual kartu pos otomatis. Mesin penjual otomatis pertama di Amerika

Serikat dibangun pada tahun 1888 oleh Perusahaan Gum Thomas Adams,

dan menjual permen karet di Kota New York.

Pada tahun 1880-an terciptalah mesin penjual otomatis yang

menjual permen karet. Mesin tersebut diberi nama “Glico”. Pada tahun

1897 ketika Perusahaan manufaktur Pulver menambahkan angka kecil di

sekitar mesin, yang akan bergerak setiap kali seseorang membeli permen

karet dari mesin mereka. Gagasan ini melahirkan mesin penjual otomatis

jenis baru yang dikenal sebagai "perdagangan stimulator" dan kelahiran

mesin slot serta mesin pinball pertama berakar pada perangkat ini. Ide

menambahkan permainan pada mesin ini adalah untuk menaikkan

insentifitas pembeli.

Pada Desember 1970 salah satu industri pembuat mesin penjual

otomatis di Dallas, Texas, membuat mesin penjual otomatis yang dapat

berbicara yang disebut dengan “venda talker”. Ketika pembeli

memasukkan koin, mesin kemudian mengatakan “terima kasih” dan suara

itu disuarakan oleh comic Henny Youngman.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan system penjualan

barang yang semakin modern, dulu Vending Machine yang hanya terdapat

atau dipakai oleh negara – negara industri maju seperti negara – negara

dikawasan Eropa, Amerika, Australia, Asia (Jepang). Kini Alat penjual
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barang secara otomatis (Vending Machine), sudah mulai masuk dan sudah

banyak di pakai di Indonesia.

Vending Machine di Indonesia, sekarang ini seperti yang kita

ketahui bersama, di Bandara international seperti Soekarno – Hatta, di

Departement store, Supermarket, Café, Halte Bis (Trans Jakarta), sudah

banyak diletakkan Vending Machine sebagai alat atau mesin untuk

menjual barang. Bahkan tidak hanya minuman saja, yang dijual melalui

Vending Machine yang ada di Indonesia. Vending Machine buah –

buahan dan Vending Machine Koran juga sudah ada di Indonesia.

Vending Machine, bisa diartikan sebagai alat atau mesin untuk

menjual barang secara otomatis. Yang dimaksud secara otomatis disini

adalah sebenarnya Vending Machine ini tidak usah memerlukan tenaga

operator untuk menjual barang. Kita bisa membeli barang dengan

Vending Machine ini sesuai dengan keinginan kita.

Sebenarnya cara membeli melalui Vending Machine itu mudah,

yaitu kita tinggal memasukkan uang kita ke tempat untuk memasukkan

uang, lalu kita tekan tombol pada barang yang kita maksudkan maka

barang itu akan keluar dengan sendirinya. Tapi karena Vending Machine

ini masih terbilang barang baru dan masih jarang dipakai di Indonesia,

maka ada beberapa Vending Machine oleh beberapa pengelola Vending

Machine ditempatkan orang untuk menjaga Vending Machine dan untuk

melayani serta menjelaskan cara pembelian dengan Vending Machine.

Untuk saat ini, barang – barang yang dijual dengan Vending

Machine di Indonesia kebanyakan masih minuman, tapi ada juga Vending

Machine yang menjual buah-buahan yang dipotong dan dimasukkan
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dalam cup plastik, dan ada juga Vending Machine yang menjual Koran.

Minuman yang dijual dalam Vending Machine di Indonesia bermacam-

macam, ada Minuman sejenis softdrink seperti, fanta, sprite, coca-cola,

kopi, teh, air mineral. Semua dalam bentuk minuman kaleng, botol pet,

dan cup. Dan kedepannya, tidak menutup kemungkinan makanan

kemasan, seperti roti, pop mie, juga akan dijual lewat Vending Machine.

Di Indonesia, sudah ada Perusahaan Perakitan Vending Machine,

tapi Produk rakitan Vending Machine ini dieksport lagi dan dipasarkan ke

Jepang. Karena Perusahaan ini adalah anak cabang dari perusahaan

KUBOTA, Japan yang memproduksi Vending Machine. Nama

Perusahaan ini adalah PT. METEC SEMARANG, yang berlokasi

dikawasan berikat Tanjung Emas Export Processing Zone, Semarang Jawa

Tengah.


